BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk



Menetapkan

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor
1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008

Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor
3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan  Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 angka (10)

10.Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut JUKLAK
Evaluasi LAKIP SKPD adalah ketentuan yang berisi tentang pedoman
dan tata cara mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

JUKLAK Evaluasi LAKIP SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JUKLAK Evaluasi LAKIP SKPD dijadikan panduan bagi evaluator yang

berkaitan dengan :

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup

evaluasi;

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metedologi yang digunakan

dalam evaluasi;

c. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;

dan

d. penyusunan laporan hasil evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan

hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur dilaksanakan oleh Inpektorat Kabupaten Tanjung Jabung



Timur dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Intern

Pemerintah lainya.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Mei

tahun berikutnya.
. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Sebelum dilaksanakan evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur diharapkan telah melakukan evaluasi LAKIP Unit
Kerja SKPD.

. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga
berbunyi :

Pasal 7

(1) JUKLAK Evaluasi LAKIP SKPD menjadi acuan untuk para Kepala SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
menetapkan JUKLAK Evaluasi LAKIP Unit Kerja SKPD di lingkungan

instansinya masing-masing.

(2) Evaluasi LAKIP Unit Kerja SKPD oleh Kepala SKPD dalam bentuk Tim
Evaluasi yang di dalamnya melibatkan unsur dari Inspektorat

Kabupaten.

(3) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Kerja SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya

dilaksanakan pada bulan April tahun berikutnya.

(4) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban
melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi atas

pelaksanaan evaluasi LAKIP Unit Kerja SKPD.

. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana
tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak.
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak.
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 2



